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GUBERNUR SULAWES| TENGAH

Yth. 1. Presiden RI di Jakarta.

2. Menteri Keuangan RI di Jakarta.

3. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.

4. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.

5. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Sulawesi Tengah.

6. Bupati/Walikota se-Sulawesi Tengah.

SURAT EDARAN
NOMOR O\ TAHUN 2025

TENTANG
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025 YANG BERHUBUNGAN DENGAN
BELANJA PUBLIK DALAM HAL INI BELANJA BARANG DAN JASA

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesial dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor SE 900.1.3/6629 A/SJ dan
Nomor SE-1/MK. 07/2024, tentang Tindak Lanjut Arahan Presiden Mengenai
Pelaksanaan Anggaran Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2025 serta Surat Edaran
Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 900.1.3.1/1248/BPKAD, Tanggal 27 Desember 2024
tentang Penundaan Beberapa Jenis Belanja Tahun Anggaran 2025.

Dengan Mempertimbangkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 15
Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025,
ditetapkan tanggal 31 Desember 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2024 Nomor 181, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor
167) dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 35 Tahun 2024 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025,
ditetapkan tanggal 31 Desember 2024 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun
2024 Nomor 938).

Maka Untuk Menjaga Stabilitas Ekonomi Masyarakat dan Percepatan terwujudnya
Dampak APBD Provinsi Sulawesi Tengah Kepada Masyarakat Luas Dalam hal ini yang
Peruntukannya Untuk Belanja Barang dan Jasa Yang Berhubungan Dengan Kebutuhan
Publik Sudah Harus Berjalan dan tidak dilakukan Penundaan dan Belanja Yang Sifatnya



Serimonial, Rapat-Rapat yang di laksanakan di Hotel dan Belanja Lainnya yang tidak
berdampak kepada Masyarakat agar Ditunda sampai dengan Terbitnya Peraturan
Menteri Keuangan Republik Indonesia. Selanjutnya Surat Kepala Biro PBJ Nomor,
900.1.3/16/Ro. PBJ, Tanggal, 9 January 2025, Hal Penundaan Proses Pengadaan
Barang /Jasa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Demikian Surat Edaran ini, disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana
mestinya.

Palu, 2\ Januari 2025
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,
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H. RUSDY MASTURA




